
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KAIJIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR  35TAHUN  2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

Men8in8at

:   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
77  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri
Nomor    79    Tahun    2018    tentang     Badan
Layanan  Umum   Daerah,   perlu  menetapkan
Peraturan      Bupati      tentang      Pengadaan
Barang/Jasa   Pada   Badan   Layanan   Umum
Daerah;

:    1.  Undang-Undang   Nomor   27   Tahun   1959
ten tan g        Pen etapan        U ndang-U ndang
Danirat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Pembentukan     Daerah     Tingkat     11     di
Kalimantan   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   1953  Nomor  9)  sebagai
Undang-Undang         (Lembaran         Negara
Republik Indonesia Tahun  1959 Nomor 72,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik        Indonesia        Nomor        5587)
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,
terakhir  dengan  Undang-  Undang  Nomor
11    Tahun    2020    tentang    Cipta    Kelja
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun    2020     Nomor    245,    Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Nomor 6573);

3.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   23   Tahun
2005      tentang     Pengelolaan     Keuangan
Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Nomor 4502)  sebagaimana telah



diubah    dengan    Peraturan    Pemerintah
Nomor 74  Tahun  2012  tentang Perubahan
atas    Peraturan    Pemerintah    Nomor    23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan  Layanan  Umum  (Lembaran  Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

4.  Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun  2018
tentan g          Pengadaan          Barang / J asa
Pemerintah    (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia     Tahun      2018      Nomor      33),
sebagaimana      telah      diubah      dengan
Peraturan Presiden Nomor  12 Tahun 2021
tentang      Perubahan      Atas      Peraturan
Presiden  Nomor   16  Tahun  2018  tentang
Pen gadaan       B arang / J asa       Pe merintah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2021 Nomor 63);

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun   2018   tentang        Badan   Layanan
Umum   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun   2020   tentang        Pedoman  Teknis
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020
Nomor  1781).

7.  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/|Jasa  Pemerintah  Nomor  5  Tahun
2021  tentang Pedoman  Pengadaan  Barang
dan     Jasa     Yang     Dikecualikan     Pada
Pengadaan       Barang / Jasa       Pe merin tah
(Lembaran     Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2021 Nomor 4877);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan         :      PERATURAN         BUPATI         TENTANG         PENGADAAN
BARANG/JASA      PADA      BADAN      LAYANAN      UMUM
DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Bupati adalah Bupati Sanggau.
2.   Badan   Layanan   Umum   Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BLUD

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan
daerah   dalam   memberikan   pelayanan   kepada   masyarakat   yang



mempunyai   fleksibilitas   dalam   pola   pengelolaan   keuangan   sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

3.   Pengadaan  Barang/Jasa  Pada   Badan  Irayanan  Umum  Daerah  yang
selanjutnya     disebut     Pengadaan     Barang/Jasa     adalah     kegiatan
pengadaan barang/jasa oleh badan layanan umum daerah yang dibiayai
oleh anggaran badan layanan umum daerah dari identifikasi kebutuhan
sampai dengan serah terima pekeljaan.

4.   Barang adalah setiap  benda  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

5.   Pekeljaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi  pembangunan,  pengoperasian,  pemeliharaan,  pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

6.   Jasa Konsultansi adalah jasa layanan  professional yang   membutuhkan
keahlian   tertentu  diberbagai  bidang  keilmuan  yang  mengutamakan
adanya olah pikir.

7.   Jasa    Lainnya    adalah    jasa    non-konsultansi    atau    jasa    yang
membutuhkan  peralatan,  metodologi  khusus,  dan/atau  keterampilan
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekeljaan.

8.   Penyedia  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  Penyedia
adalah   pelaku   usaha  yang   menyediakan   barang/jasa  berdasarkan
kontrak.

9.   Pelaku  Usaha  adalah   badan  usaha/perseorangan  yang  melakukan
usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.

10.   Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Swakelola  yang  selanjutnya  disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikeljakan sendiri
oleh  Perangkat  Daerah,  organisasi  kemasyarakatan,   atau  kelompok
masyarakat.

11.   Penunjukan  Langsung  adalah  metode  pemilihan  untuk  mendapatkan
penyedia  barang/pekeljaan  konstruksi/jasa  konsultansi/jasa  lainnya
dalarn keadaan tertentu.

12.   Pengadaan    Langsung   Barang/Pekeljaan    Konstruksi/Jasa    Lainnya
adalah       metode       pemilihan       untuk       mendapatkan       pe nye dia
barang/pekeljaan konstruksi/jasa lainnya yang bemilai paling banyak
Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

13.   Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan  penyedia jasa konsultasi yang bemilai anggaran  paling
banyak  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

14.   Pembelian  Secara  Elektronik  yang  selanjutnya  disebut  E-purchast.rig
adalah   tata   cara   pembelian   barang/jasa   melalui   sistem   katalog
elektronik atau toko daring.

15.   Tender/ Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/ Pekeri aan Konstruksi / Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya.

16.   Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE
adalah    penyelenggara    sistem    elektronik    pengadaan    barang/jasa
pemerintah.

17.    Sistem  Pengadaan  Secara Elektronik yang  selanjutnya disingkat SPSE
adalah sistem yang dikembangkan oleh I+embaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jassa   Pemerintah   pada   Direktorat   Pengembangan   Sistem
Pengadaan Secara Elektonik.



BAB 11

PEIAKSANRAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2
Ruang lingkup  dalam  Peraturan  Bupati  ini untuk pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa   yang menggunakan anggaran:
a.   jasa layanan BLUD;
b.   hibah tidak terikat;
c.   hasil keljasama dengan pihak lain; dan
d.   lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

( 1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa  terdiri dari:
a.   Barang;
b.   Pekeljaan Konstruksi;
c.   Jasa Konsultansi; dan
d.   Jasa Lainnya.

(2)  Pengadaan    Barang/Jasa    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/ atau melalui Penyedia.

Pasal 4
Pengadaan  Barang/Jasa dengan cara Swakelola terdiri atas:
a.   tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh

Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
b.   tipe  11  yaitu  Swakelola  yang  direncanakan  dan  diawasi  oleh  Perangkat

Daerah  penanggung jawab anggaran  dan   dilaksanakan  oleh  Perangkat
Daerah lain pelaksana Swakelola;

c.   tipe  Ill  yaitu  Swakelola yang  direncanakan  dan  diawasi  oleh  Perangkat
Daerah  penanggung jawab  anggarari  dan  dilaksanakan  oleh  Organisasi
Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan

d.   tipe   IV  yaitu   Swakelola  yang   direncanakan   oleh   Perangkat   Daerah
penanggung  jawab  anggaran  dan/atau  berdasarkan  usulan  kelompok
masyarakat,  dan dilaksanakan  serta diawasi oleh kelompok masyarakat
pelaksana Swakelola.

Pasal 5

( 1) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yaitu:
a.   Penunjukan Langsung;
b.   pengadaan langsung;
c.   E-purchasing., dan
d.   Tender/Seleksi.

(2)  Penunjukan  Langsung    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a
dilaksanakan dalam keadaan tertentu.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a.  Pekeljaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem

konstruksi     dan     satu     kesatuan    tanggung    jawab     atas  risiko
kegagalan     bangunan    yang    secara    keseluruhan     tidak    dapat
direncanakan / diperhitungkan sebelumnya;

b.  Barang/Pekeljaan    Konstruksi/Jasa    Lainnya    yang    hanya    dapat
disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;



c.  Barang/Pekeljaan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan  hanya
dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten,  atau pihak yang telah
mendapat  izin  dari  pemegang  hak  paten,  atau  pihak yang  menjadi
pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

d.  Barang/Pekeljaan  Konstruksi/Jasa  Lainnya  yang  setelah  dilakukan
Tender ulang mengalami kegagalan.

(4)  Pengadaan   langsung   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  b
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. pengadaan  Barang/Pekeljaan  Konstruksi/Jasa  lainnya  yang  bemilal

anggaran  paling  banyak  Rp.1.500.000.000,OO  (satu  miliar  lima  ratus
juta rupiah); dan

b. pengadaan  Jasa  Konsultansi  yang  bemilai  anggaran  paling  banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5)  E-purchasing     sebagaimana     dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf    c
dilaksanakan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  tercantum  dalarn
katalog nasional/ sektoral/ lokal.

(6)  Tender/Seleksi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf    d
dilaksanakan dengan ketentuan :
a.   pengadaan Barang/Pekeljaan Konstmksi/Jasa Lainnya yang bemilai

anggaran   diatas  Rp.1.500.000.000,OO  (satu  miliar  lima  ratus  juta
rupiah) ; dan

b.   pengadaan   Jasa    Konsultansi    yang    bemilai    anggaran    diatas
Rp.200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah).

Pasal 6

( 1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip:
a.   efisiensi;
b.   ekonomis; dan
c.   praktik bisnis yang sehat.

(2) Prinsip  efisiensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  a  yaitu
Pengadaan Barang/|Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang minimum untuk mencapai  kualitas dan  sasaran  dalam
waktu    yang    ditetapkan    atau    menggunakan    dana    yang    telah
ditetapkan    untuk   mencapai    hasil    dan    sasaran    dengan    kualitas
maksimum.

(3)  Prinsip  ekonomis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  yaitu
perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat
harga yang terendah.

(4) Prinsip praktik bisnis yang sehat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf  c yaitu  penyelenggaraan  fungsi  organisasi  berdasarkan  kaidah-
kaidah  manajemen  yang  baik  dalaln  rangka  pemberian  layanan  yang
bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 7

( 1 ) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
(2)  Pelaksana pengadaan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  terdiri  atas

personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.
(3)   Personil,   tim,   dan/atau  unit   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (2)

memahami   tata   cara   pengadaan,   dan/atau   memahami   substansi
pekeljaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.



(4) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pegawai
negeri  sipil yang berasal dari  BLUD  dan/atau  pegawai  negeri  sipil  dari
luar BLUD.

(5) Pegawai negeri sipil yang berasal dari BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat   (4)   wajib   memiliki   sertifikat   keahlian   tingkat   dasar   di   bidang
Pengadaan Barang/ |Jasa.

BAB Ill

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 8

(1)  Dalarn  hal  BLUD  melaksanakan    pengadaan    secara  elektronik  dapat
menggunakan  LPSE  Kabupaten  Sanggau  atau  membangLm        sistem
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

(2)  BLUD    mengumumkan    rencana  Pengadaan  Barang/Jasa    ke  dalam
aplikasi   Sistem   Informasi   Rencana   Umum   Pengadaan   (SIRUP)   dan
menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE.

BAR IV

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

Pasal 9

(1)  Pembayaran     prestasi  pekeljaan  diberikan     kepada  Penyedia  setelah
dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.

(2)  Retensi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sebesar  5%  (lima  persen)
digunakan  sebagai  jaminan  pemeliharaan  Pekeljaan  Konstruksi  atau
jaminan    pemeliharaan    Jasa    Lainnya    yang    membutuhkan    masa
pemeliharaan.

(3) Pembayaran prestasi pekeriaan dapat diberikan dalam bentuk:
a.   pembayaran bulanan;
b.   pembayaran  berdasarkan  tahapan  penyelesaian  pekeljaan/termin;

atau
c.   pembayaran          secara          sekaligus          setelah          penyelesaian

pekeljaan.
(4)  Pembayaran    dapat    dilakukan  sebelum    prestasi  pekeljaan    untuk

Pengadaan  Barang/Jasa  yang  karena  sifatnya  dilakukan  pembayaran
terlebih    dahulu    sebelum    barang/jasa    diterima,    setelah    Penyedia
menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

(5)  Pembayaran  dapat  dilakukan  untuk  peralatan  dan/atau  bahan  yang
belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di
lokasi pekeljaan dan telah dicantumkan dalam kontrak.

(6)  Ketentuan       mengenai     pembayaran     sebelum     prestasi     pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.



BABV

TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

(1)  Teknis     pelaksanaan     Pengadaan     Barang/Jasa     diatur     dengan
peraturan pimpinan BLUD.

(2)  Peraturan     pimpinan  BLUD  sebagaimana     dimaksud  pada  ayat  (1),
menjamin  kemanfaatan  umum  berupa  penyediaan  barang/jasa  yang
bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(3)  Peraturan  pimpinan     BLUD   sebagaimana  dimaksud     pada  ayat  (1)
ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan  Dewan Pengawas.

(4)  Dalam  hal  BLUD  tidak  memiliki  Dewan  Pengawas,  maka  persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal  1 1

( 1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
(2)  Dalam  melakukan  pengawasan  internal  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat  (1)  pimpinan  BLUD  dapat  menunjuk  satuan  pengawas  internal
untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang/jasa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan    pimpinan    BLUD    sebagaimana   dimaksud    dalam    Pasal    10
ditetapkan  paling lama 3  (tiga)  bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati
ini.

Pasal 13

Pada  saat  Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku,  maka    Peraturan  Bupati
Sanggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 7), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan   Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal   30 April 2021

BUPATI SANGGAU,

ITD

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal   30  April  2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ITD

KUKUH TRIYATMARA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 35

Pembina
NIP 19770315 200502 2 002


